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Selesaikan
Akar Masalah
Daycare

- Tidak boleh ada kompromi
terhadap keselamatan dan
perlindungan anak.

« Pemerintah pusat dan daerah
akan memperkuat regulasi
dan perizinan.

« Kepolisian menetapkan 13
tersangka dalam kasus di
Yogyakarta.

ficky@mediaindonesia.com

depan, pemerintah pusat dan daerah akan
uat regulasi, perizinan,

»serta pengawasan terhadap penyeleng-

araan daycare agar kasus serupa tidak
kembali terjadi,” katanya.

Menteri Kependudukan dan Pem-
bangunan Keluarga Wihaji turut men-
gonfirmasi bahwa daycare Little Aresha
tidak mengantongi izin. Wihaji pun telah
‘menginstruksikan pemeriksaan terhadap
taman asuh sayang anak (tamasya) di ba-
wah binaan kementeriannya.

Sayakira tu pembelajaran yang paling
penting buat masyarakat juga, jangan
sembarangan jugamenitipkan anaknya di
daycare, tapi juga jangan takut. Kalau di bi-
naan kita insya Allah dengan pengawasan

EMERINTAH harus meng
si total sistem pengawasan dan
perizinan tempat penitipan anak
di seluruh Indonesia. Hal itu di

sampaikan menyusul dugaan kekerasan

terhadap 53 balita pada tempat layanan
asuh anak atau daycare bernama Little

Aresha di Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Langkah konkret dari pemerintah un-
tuk menyelesaikan akar persoalan, mu-
lai standar kurikulum hingga kualitas
pengasuhan, sangat dinanti. Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen

dikdasmen) juga memikul tanggung jawab

besar dalam memastikan keamanan ope-
rasional lembaga tersebut melalui dinas
pendidikan di daerah. “Pengawasan harus
diperketat dan standar layanan daycare
harus benar-benar ditegakkan. Tidak bo-
leh ada kompromi terhadap keselamatan

o k" ujar Wakil Ketua

dan
Kita,” tutur Wihaji.

KEKERASAN SISTEMATIS

Komisioner Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini me-
nyebut kasus di Yogyakarta sebagai
pengaduan terbesar yang ditangani lem-
baganya dalam tiga tahun terakhir. Dari
103 anak yang dititipkan, 53 di antaranya
terindikasi menjadi korban kekerasan.

Ia menyebut perizinan yang nihil dan
SOP yang menyimpang menjadi faktor
utama kekerasan itu terjadi secara kole-
ktif oleh para pengasuh. “Ada pedoman
yang dilakukan daycare bahwa dugaan
kekerasan ini terjadi secara sistematis dan
terstruktur karena dilakukan lebih dari
tiga, empat, bahkan 10 orang” ucapnya.

Sementara itu, pemerhati anak Nahar
menyoroti k ) i birokrasi

an
Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani di Ja-

di daerah yang kerap menjadi celah bagi
pengelola daycare nakal. Mantan Deputi

karta, kemarin.
Lalu " an men
dalam atas insiden yang

Khusus Anak
PPPAIt iperi i me-

ruang aman bagi anak tersebut. Ia pun
memastikan pihaknya segera memang:
gil Mendikdasmen Abdul Mu'ti guna

libatkan banyak pintu, mulai dinas pen
didikan, dinas sosial, hingga dinas PPPA.
Ia mendesak agar pemberian izin

endidikan
dan pengasuhan. “Di dalamnya, terma-
suk penguatan sistem pengawasan dan
perlindungan anak. Negara harus hadir
memastikan setiap anak mendapatkan
perlindungan maksimal” ujarnya.

DARURAT PERIZINAN
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi
fakta

dengan selektif melalui
pengecekan pembinaan dan akredi-
tasi SDM yang ketat. “Lembaga pemberi
izinnya tidak satu. Ketiga lembaga ini di
daerah, mekanisme koordinasi pembe-
rian izin dan pengawasannya harus terus
ditingkatkan.”

LANGKAH HUKUM
+ Wali Kofa Yogyakarta Hasto Wardoyo

untuk segera

mengenai legalitas daycare di Indones
Pihaknya mencatat mayoritas tempat
penitipan anak ternyata belum meiliki
izin resmi. “Kualitas layanan masih men-
jadi tantangan besar. Sekitar 44% belum
memiliki izin atau legalitas dan hanya
307% yang memiliki izin operasional”
ungkap Arifah,

Data lebih lanjut menunjukkan hanya
129% daycare yang memiliki tanda daftar,
13,3% berbadan hukum, dan 20% belum
memiliki prosedur standar

arahan pusat
terkait dengan pembenahan regulasi di
daerah. lamemastikan pemulihan korban
dan pendampingan bagi orangtua menjadi

prio

Sejauh ini, Polresta Yogyakarta telah
menetapkan 13 tersangka, termasuk ketua
yayasan berinisial DK, 51, dan kepalaseko-
lah AP, 42,

Sisanya merupakan pengasuh yang
terlibat langsung dalam tindak kekerasan
dan Kasus tumenam-

(SOP). Bahkan, 66,7% sumber daya ma-
nusia (SDM) pengelola di lapangan juga
belum tesertifikasi

Arifah berharap tragedi di Yogyakarta
‘menjadi titik awal evaluasi nasional. “Ke

bah daftar panjang kekerasan di lembaga
pengasuhan menyusul insiden serupa di
Kota Depok, Jawa Barat, pada 2024 yang
melibatkan penganiayaan fisik terhadap
balita. (lam/Ata/AT/Ant/P-2)
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